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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
	Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya  mentransformasikan diri sesuai  tuntutan perubahan  dan memperkuat budaya yang mendukung tujuan organisasi. Organisasi memasuki era perbaikan secara terus menerus yang kelangsungan hidupnya ditentukan oleh kemampuan organisasi mengembangkan potensi sumber daya manusianya. 
Semakin disadari bahwa pegawai menjadi sumber daya yang terpenting dalam organisasi, kinerja pegawai sangat menentukan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tanpa pegawai yang berkinerja tinggi, organisasi akan gagal mencapai tujuannya. Pegawai sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 
Kedudukan dan peranan PNS sangat penting, sebagai mana dikemukakan di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, termasuk pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. 
Kinerja yang baik dapat diperoleh dengan cara meningkatkan kemampuan/kompetensi setiap pegawai. Dimana kemampuan/kompetensi yang baik mampu mendukung guna menjalankan tugas dalam pencapaian tujuan. Adapun persoalan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah pegawai yang lamban dalam bekerja, tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, realisasi pencapaian yang tidak sesuai dengan target. 
Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah mempunyai visi dan misi. Perumusan visi tersebut menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai, sedangkan misi menunjukkan pengembangan bidang-bidang tertentu sebagai prioritas untuk mewujudkan visi.
Kota Dumai memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”, maka untuk mendukung visi tersebut Dinas Kesehatan Kota Dumai menyusun rencana strategis untuk merealisasikan hal tersebut melalui visi dan misi yang lebih spesifik di bidang kesehatan. Visi Dinas Kesehatan Kota Dumai yang akan diwujudkan sampai tahun 2021 yaitu: “Masyarakat Dumai Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan“ atau yang dirumuskan dengan “DUMAI SEHAT 2021”.

	Pencapaian visi Pemerintah Kota Dumai dan visi Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dan juga sebagai penjabaran salah satu misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan bidang kesehatan yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing”. Maka telah ditetapkan 5 (lima) misi Dinas Kesehatan Kota Dumai, yaitu:
1. Menetapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel
2. Mendorong pembangunan yang berwawasan kesehatan
3. Membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif
4. Pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 
Dinas Kesehatan mempunyai perhatian khusus terhadap peningkatan kinerja pegawai sebagai basic bagi Dinas Kesehatan mewujudkan tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, hal ini tentu saja diperlukan pegawai yang memilki kompetensi, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kinerja yang baik dapat diperoleh dengan cara meningkatkan kemampuan/kompetensi setiap pegawai. Dimana kemampuan/kompetensi yang baik mampu mendukung untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam pencapaian tujuan. Salah satu persoalan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah pegawai yang lamban dalam bekerja, tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, realisasi pencapaian yang tidak sesuai dengan target.
Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 30 Tahun 2019, target kinerja meliputi aspek:
a. Kuantitas;
b. Kualitas;
c. Waktu; dan/atau
d. Biaya. 
Sasaran kerja pada dasarnya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan, sehingga sasaran kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan output, serta mewujudkan visi dan misi. Lebih jelasnya mengenai target dan realisasi capaian sasaran kerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, hal ini dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:
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Berdasarkan Tabel I.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa prestasi pegawai dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari hasil capaian sasaran kerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai masih terdapatnya beberapa pegawai dalam pelaksanaan tugasnya kurang terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan dengan nilai SKP dibawah 80. 
Hal ini terlihat pada jabatan Kassubag Keuangan dan Aset poin pertama dengan kuantitas 7 berkas tapi hanya terealisasi 4 berkas dalam waktu 12 bulan dengan kualitas/mutu 90 mencapai nilai SKP 74,38. Begitu pula pada jabatan Kasi Kesehatan Lingkungan poin kedua dengan kuantitas 12 dokumen namun hanya terealisasi 4 dokumen dalam 12 bulan dengan kualitas/mutu 80 mencapai nilai SKP 63,11. 
Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya keterampilan dan keahlian pegawai dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (4) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dan/atau Pejabat Penilai Kinerja PNS harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan percepatan sehingga  dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana direncanakan semula.
Upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai merupakan salah satu kunci sukses bagi keberhasilan seluruh organisasi. Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja pegawai karena kedisiplinan sebagai bentuk latihan 
bagi pegawai dalam melaksanakan aturan-aturan organisasi. Semakin disiplin maka semakin tinggi produktivitas kerja pegawai dan kinerja organisasi. 
Melalui kedisiplinan dari pegawai yang baik, maka kinerja pegawai juga akan baik pula. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktivitas serta pencapaian tujuan dari organisasi, dari segi ketepatan waktu dan target kerja yang telah ditentukan,maka suatu pekerjaan akan mengalami kelancaran dalam penyelesaian terutama efektivitas organisasi.  
Dinas Kesehatan sebagai Instansi yang dituntut untuk memberikan kinerja yang optimal memiliki kejelasan jadwal jam kerja dan akuntabilitas sebagai salah satu bentuk kedisiplinan pegawai. Adapun waktu dan jam kerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:
Tabel I.2
Waktu dan Jam Kerja Pegawai Dinas Kesehatan 
Kota Dumai 
	No
	Hari
	Jam Masuk Pegawai
	Jam istirahat pegawai
	Jam Pulang Pegawai

	1.
	Senin
	08.00
	12.00-13.00
	16:00

	2.
	Selasa
	08.00
	12.00-13.00
	16:00

	3.
	Rabu
	08.00
	12.00-13.00
	16:00

	4.
	Kamis
	08.00
	12.00-13.00
	16:00

	5.
	Jumat
	08.00
	11.30-13.30
	16:30


Sumber  Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021.
Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa jam masuk pegawai diatur dengan jelas dari senin sampai jumat pada jam 08.00 pagi. Namun implementasinya masih ada pegawai yang tidak menaati peraturan dan datang terlambat hal ini dapat terlihat dari Tabel I.3 sebagai berikut:
Tabel I.3
Jam Masuk Pegawai di Atas Jam 08.00 Pagi 
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019-2020
	No
	Bulan
	Jam masuk diatas jam 08.00  

	
	
	2019 (Orang)
	2020 (Orang)

	1.
	Januari
	7
	7

	2.
	Februari
	9
	4

	3.
	Maret
	8
	0

	4.
	April
	6
	2

	5.
	Mei
	10
	1

	6.
	Juni
	9
	1

	7.
	Juli
	8
	2

	8.
	Agustus
	9
	2

	9.
	September
	5
	0

	10.
	Oktober
	7
	1

	11.
	November
	9
	2

	12.
	Desember
	5
	1


Sumber  Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021.
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kedisiplinan pegawai Dinas Kesehatan masih belum sepenuhnya baik, masih ada yang terlambat datang di atas jam masuk yang telah ditentukan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai.
1. Muhammad Idrus, S.KM
Jabatan: Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Senin, 15 Februari 2021
“Sebenarnya pada tahun 2020 banyak pegawai yang datang terlambat malah ada yang datang setelah istirahat makan siang. Tapi bukan tahun ini aja sebelumnya pun begitu, tapi ditahun ini lebih parah karena covid, namun kerjaan tetap jalan tidak ada pengaruh kalau covid tidak kerja”
2. Andi Syahputra, A.Md, RM
Jabatan: Verivikator Medis 
Jumat, 19 Februari 2021
“Saat ini masih banyak yang sering terlambat bukan tahun dulu saja, tapi tidak nampak diabsen karena sistem teken ini banyak kawannya saja yang teken kan, padahal banyak yang terlambat, dulu menggunakan ceklok ada juga yang terlambat tapi tidak sebanyak sistem teken ini. Beralih memakai sistem teken ini karena ceklok kan pakai tangan, takutnya terpapar covid, padahal teken pakai pena yang sama tapi ada juga yang parno jadi memakai pena sendiri-sendiri”.
3. Haris Fadilah, A.Mk
Jabatan: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Senin, 1 Maret 2021
“Memang tidak efektif pakai sistem teken ini, tidak kelihatan yang benar-benar rajin sama tidak, bukannya tidak dihukum kalau terlambat karena tidak ketahuan saja, tapi ya tidak selamanya juga tidak tahu, ada pada waktu itu dihukum berjemur oleh Pltnya tapi tetap dilanggar, paling satu dua hari saja lalu lambat lagi”.
Melalui pernyataan wawancara dari para pegawai di atas dapat disimpulkan bahwa walau sudah ada peraturan yang jelas tetap masih terjadinya pelanggaran dan juga kecurangan dari pegawai. Hal ini membuktikan bahwa pegawai Dinas Kesehatan masih kurang sikap akuntabilitas dan menganggap penting kedisiplinan.
Berdasarkan uraian penjelasan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai”. 

B. Perumusan Masalah
	Proses penyelenggaraan kinerja pegawai dalam melaksanakan tujuan organisasi pada Dinas Kesehatan Kota Dumai masih terdapat gejala masalah yang penulis temukan, Adapun beberapa gejala masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Masih ditemukan capaian sasaran kerja pegawai yang kurang terealisasi sesuai dengan target pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hal ini dapat dillihat pada tabel I.1.
2) Masih ditemukan pegawai yang tidak menaati peraturan jam masuk pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat pada tabel I.3.
Dari gejala-gejala masalah ini di atas penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang kinerja pegawai bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai.
b. Sebagai bahan pengetahuan dan pengembangan wawasan Ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang kajian sumber daya manusia.
c. Sebagai bahan penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.











BAB II
TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori
	Kerangka teori terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian juga berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah.
	Kinerja pegawai dapat digunakan sebagai ukuran terhadap keberhasilan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, melalui tingkat efektivitas, efisiensi dan lainnya yang diterapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan suatu organisasi.
	Terkait dengan konsep kinerja, Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2014) mengemukakan ada 3 level kinerja yaitu:
1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja individu/pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.
Menurut Syamsir (2016:74) Kinerja (performance) adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau sekelompok orang di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria, dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.
Wirawan mengatakan (2012:5) Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut Mahsun (2009:25) menjelaskan bahwa kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 
Menurut Wibowo (2016:3), menjelaskan bahwa Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut Marwansyah (2012:228) Kinerja adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).
Menurut Marwansyah (2012:234) mengatakan masalah Kinerja dalam organisasi dapat ditimbulkan atau disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan kedalam 4 penyebab utama berikut ini:
1. Pengetahuan dan keterampilan
2. Lingkungan
3. Sumber daya
4. Motivasi
Menurut Mangkunegara dalam Pasolong (2014:176), mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:136), mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan menurut Robertson dalam Mahmudi (2015:6).
Minner dalam Sudarmanto (2014:11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu:
1. Kualitas, yaitu; tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
2. Kuantitas, yaitu; jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu; tingkat kehadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang.
4. Kerja sama dengan orang lain dalam berkerja.
Pada hakekatnya tujuan utama dari kegiatan penilaian kinerja pegawai yaitu untuk kepentingan administrasi serta dalam rangka peningkatan kinerja pegawai. Adapun tujuan penelitian kinerja pegawai Mc. Cormick E J dan Tiffin J yang dikutip dari Wungu dan Brotoharsojo (2003:32) sebagai berikut:
1. Penilaian kerja pegawai untuk tujuan administrasi personalia. Karena hasil penilaian kerja pegawai akan menjadi dasar.
2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana pegawai bisa sukses dalam pekerjaannya.

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan efektifan jadwal kerja, metode keja, dan lain-lain.
4. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi pegawai yang berada dalam organisasi.
5. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dalam meningkatkan kemampuan pegawai.
Mitchell (2009:51), menyatakan bahwa dalam melihat pencapaian kinerja pegawai ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu:
1. Quality of work
Merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan keterampilan kerja dan kecakapan.
2. Promptness
Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak menganggu pada pekerjaan yang lain.
3. Initiative
Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil beberapa langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.

4. Capability
Meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensikan atau diterapi melalui pendidikan dan pelatihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.
5. Communication
Merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis diantara pegawai dan para atasan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan.
Instrumen pengukuran kinerja menurut Sedarmayanti (2016:365) adalah merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi:
1. Prestasi kerja
Hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik, secara kualitas maupun kuantitas kerja.
2. Keahlian
Tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, teknologi dan lain-lain.



3. Perilaku
Sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
4. Kepemimpinan
Merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.
	Selain dari pendapat di atas, kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh aspek kedisiplinan, karena Disiplin kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja seseorang, khususnya pegawai. Jika sebuah instansi memiliki pegawai yang mempunyai kemampuan yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan disiplin atau rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, maka tugas-tugas tersebut tidak akan terselesaikan sesuai dengan harapan.
	Menurut Hasibuan (2014:193) Kedisiplinan kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya, disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
	Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2009) bahwa “disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku disekitarnya.”Menurut Hasibuan (2011) mengatakan kedisiplinan adalah: “kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai adalah sebagai berikut: 
1. Besar kecilnya pemberian kompensasi.
2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi.
3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.
4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.
5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan.
6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai.
7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.
Adapun yang menjadi indikator dari rendahnya disiplin kerja pegawai adalah: (Nitisemito 1996:40) 
1. Turunnya produktivitas kerja 
Salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja adalah ditunjukkan dari turunnya produktivitas kerja. Produktivitas yang turun karena kemalasan, penundaan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apabila terjadi penurunan prodiktivitas kerja berarti merupakan indikasi didalam organisasi terjadi penurunan disiplin kerja. 


2. Tingkat absensi yang tinggi 
Apabila kedisiplinan kerja pegawai menurun maka dapat dilihat dari tingkat kehadiran pegawai dalam bekerja tidak tepat waktu datang dan pulangnya, sering keluar pada jam istirahat juga tidak hadir tanpa pemberitahuan.
3. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan 
Rendahnya kedisiplinan kerja pegawai dapat dilihat dengan sering terjadinya kelalaian sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini dapat dilihat bahwa pegawai tidak menggunakan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga kemampuan organisasi tidak maksimal dalam memberikan kepercayaan pada pegawai.
4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi 
Indikasi lain yang menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan kerja pegawai adalah kecerobohan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan 
6. Sering konflik antar pegawai 
Konflik atau perselisihan merupakan ketidaktenangan pegawai dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan organisasi.
	Terdapat beberapa jenis-jenis disiplin kerja menurut Handoko (2008), antara lain: 


a. Disiplin Preventif 
Disiplin preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mendorong personel mentaati standar dan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Tujuan pokoknya adalah mendorong personel untuk memiliki disiplin diri dengan cara ini para personel berusaha menegakkan disiplin diri sendiri ketimbang pimpinan memaksakannya dan kelompok yang memilki disiplin diri merupakan sumber kebanggan dalam setiap organisasi/satuan. 
Pimpinan bertanggung jawab untuk menciptakan iklim organisasi/satuan dalam rangka pendisiplinan preventif. Pendisiplinan preventif adalah suatu sistem yang saling berkaitan, jadi pimpinan perlu bekerjasama dengan semua bagian/satuan untuk mengembangkannya 
b. Disiplin Korektif 
Disiplin korektif (corrective discipline) adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah timbunya pelanggaran lebih lanjut sehingga tindakan dimasa yang akan datang akan sesuai dengan standar. 
Tindakan korektif biasanya berupa hukuman tertentu dan disebut tindakan disipliner dan bertujuan memperbaiki perilaku pelanggar standar, mencegah personel lain melakukan tindakan yang serupa serta mempertahankan standar kelompok yang konsisten dan efektif. Tindakan sanksi korektif seyogyanya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Menurut Davis & Newstrom (1995) ada empat pemberian sanksi korektif yaitu: 
1. Peringatan lisan (oral warning) berupa teguran dari atasan secara lisan (face to face).
2. Peringatan tulisan (written warning) berupa teguran secara tertulis.
3. Disiplin pemberhentian sementara (discipline lay off) dilakukan setelah adanya peringatan lisan dan tulisan diberikan beberapa kali tetapi tidak ada perubahan perilaku.
4. Pemecatan (discharge) langkah terakhir yang diambil jika personel tidak menunjukkan perilaku untuk berubah untuk menuruti peraturan disiplin yang telah ditetapkan.

B. Operasional Variabel Penelitian
Operasional variabel penelitian sebagai batasan terhadap kerangka teoritis perlu agar didalam penelitian ini tidak ada kekeliruan. Berikut merupakan konsep-konsep yang akan dioperasionalkan:
1) Analisis
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah pembahasan pada suatu kejadian atau peristiwa terutama yang berkaitan dengan kinerja yang dilakukan pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
2) Kinerja Pegawai
Yang dimaksud dengan kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan seorang pegawai dalam suatu organisasi selama periode tertentu, melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar, kedisiplinan, hasil kinerja, target atau sasaran pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
3) Dinas Kesehatan Kota Dumai
Yang dimaksud dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam penelitian ini adalah suatu wadah/tempat yang bertanggung jawab kepada Walikota Dumai melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
	Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2016:365) bahwa kinerja pegawai diukur melalui indikator sebagai berikut:
1. Prestasi Kerja
Hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. Prestasi kerja dilihat dari tingkat keberhasilan pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 
Untuk melihat Prestasi Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam penelitian ini akan diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya hasil kerja pegawai sesuai dengan target dan sasaran.
b. Adanya pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan.
c. Adanya ketelitian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Keahlian
Tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama komunikasi, inisiatif, teknologi dan lain-lain.
Untuk melihat Keahlian pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam penelitian ini akan diukur melalui sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sarana dan prasarana.
b. Adanya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan yang tepat.
c. Adanya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Perilaku
Sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
Untuk melihat Perilaku pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam penelitian ini akan diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya sikap disiplin pegawai terhadap jam masuk Dinas.
b. Adanya sikap pegawai yang menaati peraturan yang berlaku.
c. Adanya sikap kejujuran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.


4. Kepemimpinan
Merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.
Untuk melihat Kepemimpinan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam penelitian ini akan diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
b. Adanya pimpinan yang mampu menetapkan tupoksi yang jelas kepada bawahan.
c. Adanya kemampuan pemimpin dalam memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahan.
Pengukuran terhadap indikator melalui sub indikator di atas, penulis memberikan kriteria dengan kategori sebagai berikut:
Baik dengan skor	:	3
Cukup baik dengan skor	:	2
Tidak baik dengan skor	:	1







BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Adapun yang menjadi alasan penulis memilihan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Karena Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan instansi yang bertujuan menciptakan pembangunan yang berwawasan kesehatan juga pada pembangunan Kota Dumai dengan mengacu dalam pengembangan SDM Kesehatan.
2. Karena Dinas Kesehatan Kota Dumai masih ditemukan beberapa gejala masalah yang berhubungan dengan kinerja pegawai terutama pada SKP dan absensi kedisiplinan pegawai, sehingga penulis mengganggap perlu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai.

B. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel merupakan alat/elemen daripada penelitian, secara formal. Menurut Furqon (2008:146), Populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karekteristik umum yang sama, sedangkan Populasi menurut Sugiyono (2013:90), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Sampel menurut Sugiyono (2013:91), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sedangkan sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitan ini adalah seluruh pegawai negeri sipil  yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai. Sugiyono (96:2003) Teknik pengambilan sampel untuk pegawai digunakan sampling jenuh atau metode sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 
Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:











Tabel III. 1
Populasi dan Sampel Penelitian pada Dinas Kesehatan 
Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi (Orang)
	Sampel (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Plt. Kepala Dinas
	1
	1
	100

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100

	3
	Subbagian Tata Usaha
	1
	1
	100

	4
	Subbagian Perencanaan
	1
	1
	100

	5
	Subbagian Keuangan dan Aset
	1
	1
	100

	6
	Bidang Kesehatan Masyarakat
	1
	1
	100

	7
	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penyakit
	1
	1
	100

	8
	Bidang Pelayanan Kesehatan
	1
	1
	100

	9
	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	1
	1
	100

	10
	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	1
	1
	100

	11
	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	1
	1
	100

	12
	Seksi Kesehatan Lingkungan
	1
	1
	100

	13
	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
	1
	1
	100

	14
	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	1
	1
	100

	15
	Seksi Surveilans dan Imunisasi
	1
	1
	100

	16
	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
	1
	1
	100

	17
	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
	1
	1
	100

	18
	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 
	1
	1
	100

	19
	Seksi Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
	1
	1
	100

	20
	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1
	1
	100

	21
	Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
	1
	1
	100

	22
	Pelaksana Pegawai Negeri
	30
	30
	100

	Jumlah
	51
	51
	100


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021


C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
	Menurut Soewadji (2012:147) data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Adapun data yang diperlukan meliputi:
1. Prestasi Kerja
2. Keahlian
3. Perilaku
4. Kepemimpinan
2. Data Sekunder
	Menurut Soewadji (2012:147) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Untuk melengkapi materi penellitian ini antara lain:
a. Sejarah singkat terbentuknya Dinas Kesehatan Kota Dumai.
b. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Dumai.
c. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai.
d. Tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai.
e. Keadaan dan komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai.
f. Sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Dumai.
g. Data-data lain yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang penulis perlukan, maka teknik yang digunakan meliputi:
1. Observasi
Menurut Pasolong (2012:131), Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan kontrol reliabilitasnya dan validitasnya.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017:157) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh dari daftar pertanyaan (kuesioner).
3. Kuesioner
Menurut Sugiyono (2017:162) Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis dari pegawai yang telah ditetapkan sebagai sampel.

E. Analisa Data 
Analisa data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan jenis yang diperoleh, selanjutnya dari data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase, serta dilengkapi dengan penguraian terhadap setiap indikator penelitian, kemudian penganalisaan data dilakukan secara deskriptif analisis.
Menurut Riduwan (2011:20) Rating Scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam model Rating Scale responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia tersebut, tetapi menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Dengan demikian bentuk Rating Scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala atau fenomena. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian berikut:
1. Kategori penilaian untuk 51 responden per indikator:
Baik 		: 3 x 3 x 51 = 459
Cukup Baik	: 2 x 3 x 51 = 306
Tidak Baik	: 1 x 3 x 51 = 153
Dari perhitungan per indikator dapat diuraikan melalui garis kontinum dengan ukuran nilai interprestasi sebagai berikut:

    0             (TB)            153           (CB)             306             (B)            459

    0%           (TB)         33,33%        (CB)         66.67%          (B)          100%


2. Kategori penilaian untuk 51 responden berdasarkan seluruh indikator:
Baik	: 3 x 12 x 51 = 1.836
Cukup Baik	: 2 x 12 x 51 = 1.224
Tidak Baik	: 1 x 12 x 51 = 612
Dari perhitungan seluruh indikator dapat diuraikan melalui garis kontinum dengan ukuran nilai interprestasi sebagai berikut:
  
    0         (TB)                 612          (CB)           1.224            (B)         1.836

    0%        (TB)            33,33%       (CB)          66.67%          (B)          100%














BAB IV
GAMBARAN UMUM
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

A. Sejarah Dinas Kesehatan Kota Dumai

	Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah Perangkat Daerah Kota Dumai  yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dam fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.
	Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas, Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan unsur penunjang tugas Walikota di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
B. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai
	Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi sangat ditentukan kemampuan dalam memanajemen struktur dalam pembagian tugas dan kerja organisasi, dengan semakin fleksibelnya struktur organisasi tersebut maka akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. 
	Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai diatur oleh Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai. Selanjutnya stuktur Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat Dilihat pada gambar berikut:
Bagan I.I
Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kota DumaiKEPALA DINAS


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN TATA USAHA


BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT


SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
SEKSI KETERSEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR


SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021


	Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2018 yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Subbagian Tata Usaha
b. Subbagian Perencanaan
c. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Kesehatan Masyarakat 
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
c. Seksi Surveilans dan Imunisasi
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
a. Seksi Kesediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 
c. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
a. Puskesmas
8. 	Kelompok Jabatan Fungsional
	Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2018, Bab IV pasal 4 bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Dinas Kesehatan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagaimana pada pasal 5:
a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
1. Kepala Dinas
	Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
	Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesehatan;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan;
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan instansi terkait;
d. mengoordinasikan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan;
e. mengevaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan secara periodik; dan
f. menyiapkan bahan tugas-tuags lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.
2. Sekretariat
	Sekretariat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan,  kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.
	Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
	Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
b. pengoordinasian dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas Kesehatan;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, 
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f. penataan organisasi dan tata laksana;
g. pengoordinasian dan menyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
	Dalam pasal 9 sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Subbagian Keuangan dan Aset.
1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan.
	Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang 
berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program.
e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabiltas kinerja;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. mengoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi 
dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
	Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pegelolaan sarana;
d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat
	Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
	Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
1). 	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program kesehatan keluarga dan gizi. Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. merencanakan  program kesehatan keluarga dan gizi;
b. menyelenggarakan program kesehatan keluarga dan gizi;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan keluarga dan gizi;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan keluarga dan gizi; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2). Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas 
	membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
b. menyelenggarakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3). 	Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a.  menyusun perencanaan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. menyelenggarakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang  surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza; dan
e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
1). 	Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan surveilans epidemiologi dan karantina, penyakit infeksi emerging, kesehatan matra, imunisasi, kesehatan pelabuhan, tindakan kejadian luar biasa dan bencana. Uraian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program surveilans dan imunisasi;
b. menyelenggarakan program surveilans dan immunisasi;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program  surveilans dan imunisasi ;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan  program Surveilans dan Imunisasi; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2). 	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalama Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular  vektor dan penyakit zoonotik. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program pengendalian penyakit menular;
b. menyelenggarakan program pengendalian penyakit menular;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise program pengendalian penyakit menular;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengendalian penyakit menular; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3).	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
b. menyelenggarakan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi  program penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza ;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengendalian penyakit menular program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
	Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
b. menyelenggarakan program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dalam Pasal 27 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervisi, pengawasan dan pengembangan program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Uraian tugas Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan program dan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
b. Menyelenggarakan program dan pembiayaan jaminan kesehatan
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan program pembiayaan dan jaminan kesehatan
d. Melaksanakan update dan validasi data kepesertaan program pembiayaan dan jaminan kesehatan
e. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3)  Seksi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervise, pengawasan dan pengembangan program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
b. Menyelenggarakan program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengendalian penyakit menular program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
e. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelanggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan.
b. Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan.
e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
1).	Seksi Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang sumber daya kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis dan supervise, pengawasan dan pengembangan program kesediaan farmasi dan alat kesehatan. Uraian tugas seksi kesediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program kesediaan farmasi dan alat kesehatan.
b. Melaksanakan pengelolaan perbekalan kesehatan yang meliputi obat-obatan dan alat kesehatan yang terkait dengan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kefarmasian
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian dan pemanfaatan alat kesehatan.
e. Melaksanakan penyiapan pelaporan kebutuhan, ketersediaan farmasi dan pemakaian obat.
f. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2). Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan program sarana dan prasaran. Uraian tugas seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan program prasarana dan sarana
b. Menyelenggarakan program prasarana dan sarana
c. Melaksanakan pengawasan dalam pengembangan sarana dan prasarana
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana
e. Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data sarana dan prasarana kesehatan
f. Melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
g. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
3).	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, dalam melaksanakan perencanaa, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Uraian tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
b. Menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
c. Melaksanakan penyusunan sistem data dan informasi sumber daya manusia kesehatan serta pemetaan sumber daya manusia kesehatan.
d. Melaksanakan program pendidikan berkelanjutan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebutuhan program di Dinas Kesehatan (tugas belajar) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDS, PPDGS, BK)
e. Melaksanakan kegiatan pemberian izin kerja dan rekomendasi izin praktek bagi Tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
f. Melaksanakan kegiatan Program Internsip Dokter Indonesia.
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan sumber daya kesehatan.
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf h, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala dinas sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan fungsional masing-masing.

C. Keadaan dan Komposisi Pegawai
	Dinas Kesehatan Kota Dumai membutuhkan pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Dumai harus memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
	Dalam melaksanakan operasional Dinas Kesehatan Kota Dumai memiliki 51 orang PNS dan 38 tenaga honorer. Untuk melihat lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Jenis Kelamin
	Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi faktor utama dalam menentukan hasil kerja. Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dalam bekerja. Adapun kompisisi pegawai dan tenaga honorer berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel IV.1
Kompisisi Pegawai Negeri
Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah 
(Orang)
	Presentase
(100%)

	1
	Laki-Laki
	15
	29,41

	2
	Perempuan
	36
	70,58

	Jumlah
	51
	100 


Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021
	Berdasarkan Tabel IV.1 di atas dapat kita lihat bahwa komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai memiliki pegawai laki-laki sebanyak 15 orang dan pegawai perempuan sebanyak 36 orang. Tabel diatas menunjukkan bahwa antara pegawai laki-laki dengan persentase 29,41% dan perempuan 70,58%.

2. Berdasarkan Usia
	Dalam mencapai tujuan organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai harus mempertimbangkan faktor usia pegawai yang bekerja pada organisasi guna kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel IV.2
Komposisi Pegawai Negeri
Berdasarkan Usia
	No
	Usia 
(Tahun)
	Jumlah 
(Orang)
	Presentase
(100%)

	1
	31-40 Tahun
	18
	35,29

	2
	41-50 Tahun
	28
	54,90

	3
	Lebih dari 50 Tahun
	5
	9,80

	Jumlah
	51
	100


Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021
	Berdasarkan Tabel di atas komposisi pegawai berdasarkan usia menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai mayoritas berusia 41-50 tahun dengan presentase 54,90%.
3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan
	Pangkat dan golongan menentukan besar gaji yang diberikan oleh pemerintah yang menentukan keberadaannya di dalam organisasi. Dimana nilai gaji diberikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun komposisi pegawai dan tenaga honorer berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.3
Komposisi Pegawai Negeri
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
	No
	Pangkat
	Golongan
	Jumlah
	Presentase
(100%)

	1
	Pembina Utama Muda
	IV/c
	1
	1,96

	2
	Pembina Tk. I
	IV/b
	1
	1,96

	3
	Pembina
	IV/a
	7
	13,72

	4
	Penata Tk. I
	III/d
	12
	 23,52

	5
	Penata
	III/c
	8
	15,68

	6
	Penata
	III/b
	2
	3,92

	7
	Penata Muda Tk. I
	III/b
	9
	17,64

	8
	Penata Muda
	III/a
	7
	13,72

	9
	Pengatur Tk. I
	II/d
	4
	7,84

	Jumlah
	51
	100


Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021
	Berdasarkan Tabel IV.3 di atas dapat diketahui komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan di dominasi oleh pangkat Penata Tk.I dengan jumlah 12 orang dan mencapai presentase sebesar 23,52%
4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan bagi para pekerja atau pegawai dimana pendidikan merupakan salah satu syarat untuk menaikkan jabatan pegawai. Adapun komposisi pegawai dan tenaga honorer berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.4
Komposisi Pegawai Negeri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Persentase
(100%)

	1
	Magister (S2)
	15
	29,41

	2
	Sarjana (S1)
	21
	41,17

	3
	Diploma III (D3)
	11
	21,56

	4
	SMA
	4
	7,84

	Jumlah
	51
	100


Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021
	Berdasarkan Tabel IV.4 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari tamatan SMA sebanyak 4 orang, tamatan Diploma III (D3) sebanyak 11 orang, tamatan Sarjana (S1) sebanyak 21 orang, dan Magister (S2) sebanyak 15 orang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai di dominasi oleh Sarjana (S1) dengan jumlah 21 orang dengan persentase 41,17%.
5. Berdasarkan Masa Kerja
	Masa kerja merupakan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai. Semakin lama masa kerja yang dimiliki seseorang maka pengetahuan dan pengalaman bekerja semakin bertambah. Adapun komposisi pegawai dan tenaga honorer berdasarkan masa kerja pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel IV.5
Komposisi Pegawai Negeri
Berdasarkan Masa Kerja
	No
	Masa Kerja (Tahun)
	Jumlah
	Presentase
(100%)

	1
	1-5
	1
	1,96

	2
	6-10
	13
	25,49

	3
	11-15
	15
	29,41

	4
	16-20
	14
	27,45

	5
	21-25
	4
	7,84

	6
	26-30
	3
	5,88

	7
	31-35
	1
	1,96

	Jumlah
	51
	100


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021
	Dari Tabel IV.5 di atas dapat kita lihat bahwa komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai berdasarkan masa kerja terdiri dari masa kerja didominasi oleh masa kerja 11-15 tahun berjumlah 15 orang dengan persentase 29,41%.
D. Sarana dan Prasarana
	Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pencapaian hasil kerja yang maksimal, dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mempermudah dan memperlancar tugas pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam melakukan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Jumlah Persediaan
	Kondisi

	
	
	
	
	Baik
	Kurang Baik

	1
	Kendaraan Dinas
	9 Unit
	5 Unit
	5
	4

	2
	Komputer
	68 Unit
	64 Unit
	64
	4

	3
	Printer
	45 Unit
	42 Unit
	42
	3

	4
	Laptop
	16 Unit
	16 Unit
	16
	-

	5
	Mesin TIK
	13 Unit
	11 Unit
	11
	2

	6
	Mesin Fotocopy
	3 Unit
	3 Unit
	3
	-

	7
	Mesin Hitung Uang
	2 Unit
	1 Unit
	1
	1

	8
	Brangkas
	1 Unit
	1 Unit
	1
	-

	9
	Lemari Arsip
	16 Buah
	16 Buah
	16
	-

	10
	Meja dan Kursi
	91 Buah
	91 Buah
	91
	-

	11
	Meja Rapat
	2 Set
	2 Set
	2
	-

	12
	Kursi Rapat
	110 Buah
	110 Buah
	110
	-

	13
	Televisi
	10 Unit
	10 Unit
	10
	-

	14
	Ac
	20 Unit
	5 Unit
	15
	5

	15
	Kipas Angin
	1 Unit
	1 Unit
	1
	-

	16
	Lemari Es
	5 Unit
	5 Unit
	5
	-

	17
	Infokus
	3 Unit
	3 Unit
	3
	-

	18
	Soundsytem
	2 Unit
	2 Unit
	2
	-


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021


BAB V
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN 
KOTA DUMAI

A. Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai
Sebuah organisasi akan terus berkembang dan mengalami kemajuan apabila diikuti dengan kemampuan dan keterampilan dari pegawai yang menggerakkan dan menjalankan roda organisasi, sehingga dengan orang-orang yang terampil dan ahli maka akan memberikan tujuan serta melakukan perkembangan dimasa yang akan datang.
Keberhasilan organisasi publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat erat kaitannya dengan pencapaian kinerja pegawai, hal ini tercermin pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu penjabaran dari salah satu misi Dinas Kesehatan Kota Dumai.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam bab ini akan dianalisis data yang telah diproleh dari lokasi penelitian dan akan di interprestasikan untuk menjawab atas permasalahan yang telah dikemukakan.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat dari indikator kinerja pegawai sebagai berikut:



1. Prestasi Kerja
Yang dimaksud dengan Prestasi Kerja dalam penelitian ini adalah Kemampuan pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. Hasil kerja yang dimaksud memprioritaskan terhadap kualitas maupun kuantitas agar terdapat hasil kerja pegawai yang optimal.
Untuk melihat Prestasi Kerja dalam penelitian ini diukur dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya hasil kerja pegawai sesuai dengan target dan sasaran 
Yang dimaksud dengan Adanya hasil kerja pegawai sesuai dengan target dan sasaran dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban untuk dapat terealisasi sesuai dengan target baik dari segi kuantitas, mutu, waktu dan juga biaya.
b. Adanya pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan
Yang dimaksud dengan Adanya pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan dalam penelitian ini adalah Kemampuan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara sistematis dan mengikuti prosedur yang berlaku, tidak menyalahi aturan dan mengetahui fitrahnya sebagai ASN yang menjaga moral serta etika.

c. Adanya ketelitian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
Yang dimaksud dengan Adanya ketelitian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dalam penelitian ini adalah Kemampuan pegawai untuk cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil dari kinerjanya secara akurat dan benar sesuai dengan tupoksi dari masing-masing pegawai.
Selanjutnya untuk melihat Prestasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui Tabel berikut:
Tabel V.1
Tanggapan Responden Tentang Prestasi Kerja
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya hasil kerja pegawai sesuai dengan target dan sasaran
	96

	2
	Adanya pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan
	103

	3
	Adanya ketelitian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
	97

	
	Total Skor
	296


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V.1 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang Prestasi Kerja, dapat dilihat dari sub indikator, adanya hasil kerja pegawai sesuai dengan target dan sasaran dengan skor 96, adanya pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan aturan dengan skor 103, dan adanya ketelitian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan skor 97. 
Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden tentang Prestasi Kerja adalah 296 dan berada pada kategori Cukup Baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
296
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Berdasarkan kontinum di atas tentang Prestasi Kerja tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik hal ini dilihat dari perolehan jumlah skor 296 dengan jumlah persentase 64,48%.

2. Keahlian
Yang dimaksud dengan Keahlian dalam penelitian ini adalah kemampuan teknis yang harus dikuasai oleh pegawai sebagai bekal dalam mencetak berbagai prestasi dalam melaksanakan pekerjaannya, keterampilan pegawai yang kompeten akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Untuk melihat Keahlian dalam penelitian ini diukur dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sarana dan prasarana
Yang dimaksud dengan Adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sarana dan prasarana dalam penelitan ini adalah Kemampuan pegawai dalam menggunaan fasilitas berupa sarana dan prasarana guna mempermudah proses pekerjaan juga mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga tercapainya tujuan secara optimal.
b. Adanya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan yang tepat
Yang dimaksud dengan Adanya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penelitan ini adalah Kemampuan pegawai untuk fokus dalam melihat peluang dan mempertimbangkan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi dan mampu menanggung resiko dari hasil pengambilan keputusan tersebut.
c. Adanya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Yang dimaksud dengan Adanya kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam penelitan ini adalah Kemampuan Pegawai untuk dapat menyeseuaikan target ketepatan waktu dengan hasil kinerja yang terealisasi dengan mempertimbangkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pekerjaan.
Selanjutnya untuk melihat Keahlian terhadap Kinerja Pegawao pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat melalui Tabel berikut:
Tabel V.2
Tanggapan Responden Tentang Keahlian
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sarana dan prasarana
	121

	2
	Adanya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan yang tepat
	114

	3
	Adanya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
	111

	Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021


	Total Skor
	346


Berdasarkan Tabel V.2 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang Keahlian, dapat dilihat dari sub indikator, adanya kemampuan pegawai dalam menggunakan sarana dan prasarana dengan skor 121, adanya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan yang tepat dengan skor 114, dan adanya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang terlah ditentukan dengan skor 111.
Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden tentang Keahlian adalah 346 dan berada pada kategori Cukup Baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
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Berdasarkan kontinum diatas tentang Keahlian tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikategorikan Baik hal ini dilihat dari perolehan jumlah skor 346 dengan jumlah persentase 75,38%.

3. Perilaku
Yang dimaksud dengan Perilaku dalam penelitian ini adalah sikap maupun serangkaian tindakan pegawai yang dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan, emosi, nilai dan etika yang mencerminkan baik buruknya suatu organisasi yang mempengaruhi hubungannya dengan dirinya sendiri maupun berdampak pada lingkungan organisasi
Untuk melihat Perilaku dalam penelitian ini diukur dari aspek atau sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya sikap disiplin pegawai terhadap jam masuk kantor
Yang dimaksud dengan Adanya sikap disiplin pegawai terhadap jam masuk kantor dalam penelitan ini adalah sikap pegawai yang tertanam dalam dirinya memiliki sikap tanggung jawab melalui taat dan patuh sesuai dengan peraturan untuk dapat hadir dan pulang tepat waktu sesuai dengan jam masuk kantor yang telah ditetapkan.
b. Adanya sikap pegawai yang menaati peraturan yang berlaku 
Yang dimaksud dengan Adanya sikap pegawai yang menaati peraturan yang berlaku dalam penelitan ini adalah sikap pegawai yang mampu menaati peraturan baik dari segala aspek demi menunjang kelancaran proses pekerjaan yang sesuai standar, prsosedur, norma dan etika yang berlaku.
c. Adanya sikap kejujuran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
Yang dimaksud dengan Adanya sikap kejujuran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dalam penelitan ini adalah sikap pegawai yang mampu untuk mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya sesuai dengan ketetapan yang berlaku tanpa melakukan kecurangan dan berkomitmen untuk loyal.
Selanjutnya untuk melihat Perilaku terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat melalui Tabel berikut:
Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Perilaku
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya sikap disiplin pegawai terhadap jam masuk kantor
	98

	2
	Adanya sikap pegawai menaati peraturan yang berlaku
	95

	3
	Adanya sikap kejujuran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
	106

	
	Total Skor
	299


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V.3 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang Perilaku, dapat dilihat dari sub indikator, adanya sikap disiplin pegawai terhadap jam masuk kantor dengan skor 98, adanya sikap pegawai menaati peraturan yang berlaku dengan skor 95, dan adanya sikap kejujuran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan skor 106.
Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden tentang Perilaku adalah 299 dan berada pada kategori Cukup Baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
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	Berdasarkan kontinum di atas tentang Perilaku tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik hal ini dilihat dari perolehan jumlah skor 299 dengan jumlah persentase 65,14%.
4. Kepemimpinan
Yang dimaksud dengan Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan menjalankan organisasi sehingga seluruh pekerjaan dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat tercapai sebagaimana mestinya. Kepemimpinan sangat dibutuhkan bagi  pemimpin sebagai alat untuk mengkoordinir seluruh pegawai untuk dapat melaksanakan tugas terutama dalam kelancaran administrasi kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai.
Untuk melihat Indikator Kepemimpinan dalam peneltian ini diukur  dari aspek atau sub indikator sebagai berikut:
a) Adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan
Yang dimaksud dengan Adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam penelitan ini adalah kemampuan pemimpin maupun pegawai dalam melakukan aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan maupun kritikan tanpa menyinggung salah satu pihak demi kelancaran pekerjaan.
b) Adanya pemimpin yang mampu menetapkan tupoksi yang jelas kepada bawahan
Yang dimaksud dengan Adanya pemimpin yang mampu menetapkan tupoksi yang jelas kepada bawahan dalam penelitan ini adalah kemampuan dari pemimpin mengefektifkan organisasi melalui penetapan tupoksi pegawai sesuai dengan keahlian dari masing-masing pegawai. Selain itu, pemimpin mampu mengarahkan kepada sesuatu yang terbaik demi organisasi dalam mencapai tujuan.
c) Adanya kemampuan pemimpin dalam memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahan
Yang dimaksud dengan Adanya kemampuan pemimpin dalam memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahan dalam penelitan ini adalah kemampuan pemimpin untuk mengetahui perannya secara implisit terdapat kekuasaan atau wewenang memerintahkan bawahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi.
Selanjutnya untuk melihat Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Kepemimpinan
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan
	118

	2
	Adanya pemimpin yang mampu menetapkan tupoksi yang jelas kepada bawahan
	116

	3
	Adanya kemampuan pemimpin dalam memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahan 
	114

	
	Total Skor
	348


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V.4 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang Kepemimpinan, dapat dilihat dari sub indikator, adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dengan skor 118, adanya pemimpina yang mampu menetapkan tupoksi yang jelas kepada bawahan dengan skor 116, dan adanya kemampuan pemimpin dalam memberikan instruksi yang jelas terhadap bawahan dengan skor 314.
Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden tentang Kepemimpinan adalah 348 dan berada pada kategori Baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
348
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	Berdasarkan kontinum di atas tentang Kepemimpinan tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikategorikan Baik hal ini dilihat dari perolehan jumlah skor 378 dengan jumlah persentase 75,81%.
Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator di atas dapat dilihat secara keseluruhan melalui Tabel rekapitulasi di bawah ini:
Tabel V.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Kinerja Pegawai pada 
Dinas Kesehatan Kota Dumai
	No.
	Indikator
	Skor

	1
	Prestasi Kerja
	296

	2
	Keahlian
	346

	3
	Perilaku
	299

	4
	Kepemimpinan
	348

	 
	Total Skor
	1289


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V.5 di atas dapat dilihat rekapitulasi dari semua indikator dan dapat dikategorikan Baik, hal ini dapat dilihat dari indikator prestasi kerja dengan skor 296, keahlian dengan skor 346, perilaku dengan skor 299, dan kepemimpinan dengan skor 348. Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai diperoleh total skor sebanyak 1289 berada pada rentang1.224-1.836  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
1.289
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Dari garis kontinum diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dari tanggapan 51 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.337 berada pada interval skor 1.224-1.836 dengan persentase 70,20%.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai
Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dan hasil kerjanya. Kinerja pegawai adalah implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan dalam melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan.
Penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 (empat) indikator sebelumnya dapat dijelaskan faktor pendukung dan penghambat terhadap Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yaitu:
1. Faktor Pendukung
	Faktor pendukung yang dapat penulis jelaskan dalam temuan penelitian ini adalah:
a. Terdapatnya Keahlian Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai.
Hal ini dapat terlihat dari kemampuan pegawai yang memiliki kompetensi untuk mampu memanfaatkan sarana dan prasarana sehingga memperlancar dan tidak menghambat lini yang lain dalam menyelesaikan pekerjaan, ini dikarenakan tingkat pendidikan pegawai yang sesuai dengan bidang dan keahliannya.
b. Terdapatnya Kepemimpinan Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai.
Hal ini dapat terlihat dari keharmonisan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan mampu mengarahkan dan memberikan perintah serta tupoksi yang jelas sesuai dengan keahlian dari masing-masing pegawai. 
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa gejala yang perlu dilakukan peningkatan, adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah:
a. Masih kurangnya tingkat prestasi kerja pegawai. Hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya pegawai yang memperoleh capaian sasaran kerja yang terealisasi sesuai dengan target, baik dari segi kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan biaya.
b. Masih kurangnya perilaku pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang menaati jam masuk atau pulang, maupun absensi pegawai. Selain itu masih kurangnya rasa tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk menaati peraturan yang berlaku pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. 











BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut dapat dikategorikan Baik hal ini dilihat dari perolehan jumlah skor dengan jumlah persentase 70,20% skor 1289 dengan rentang skor 1224-1836. yang dilihat melalui 4 (Empat) indikator yaitu, Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, dan Kepemimpinan.
2. Faktor Pendukung Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yaitu, Terdapatnya Keahlian pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Terdapatnya Kepemimpinan dalam mengarahkan dan menetapkan tupoksi kerja yang jelas pada pegawai sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu, Masih kurangnya Prestasi Kerja dan Masih kurangnya Perilaku pegawai yang menaati peraturan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai agar lebih meningkatkan Prestasi Kerja melalui peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan atau training agar hasil kinerja dari masing-masing pegawai dapat lebih baik dan lebih optimal.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai agar untuk memberikan pengawasan dan memberikan teguran yang tegas terhadap pegawai agar menjaga kedisiplinan maupun menaati peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Dumai.  



